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Abstrak

Perumusan tentang tanah dan sumber daya alam secara ringkas serta filosofis substansial
tercantum di dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Bumi
dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tanah tidak hanya mempunyai
nilai ekonomis tinggi, tetapi juga nilai filosofis, politik, sosial, dan kultural. Tidak
mengherankan jika tanah menjadi harta istimewa yang tidak henti-hentinya memicu
berbagai masalah sosial yang kompleks dan rumit. Dalam penelitian ini, jenis penelitian
yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Pilihan penyelesaian sengketa melalui
cara perundingan/mediasi ini mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan
berperkara di muka pengadilan yang tidak menarik dilihat dari segi waktu, biaya, dan
pikiran/tenaga. Di samping itu, kurangnya kepercayaan atas kemandirian lembaga
peradilan dan kendala administratif yang melingkupinya, membuat pengadilan
merupakan pilihan terakhir untuk penyelesaian sengketa. Mediasi memberikan kepada
para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan
dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan dan paksaan.

Abstract

The formulation of land and natural resources in a concise and philosophical substance is contained
in Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution which reads: Earth and air and the natural
resources contained therein are controlled by the State and used for the greatest prosperity of the people
. Land does not only have high economic value, but also philosophical, political, social and cultural
values. It is not surprising that land is a special treasure that continuously triggers various complex
and complicated social problems. In this study, the type of research used is library research. The option
of resolving disputes through settlement/mediation has advantages when compared to litigation in
Sfront of a court which is not attractive in terms of time, cost, and thought/energy. In addition, the lack
of trust in court settlement and the administrative constraints that surround it, make the court the last
resort for dispute resolution. Mediation gives parties a feeling of comfortable position and attempts to
buy the final result of the agreement reached by mutual agreement without pressure and coercion
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PENDAHULUAN

Dalam sejarah peradaban umat manusia, tanah merupakan faktor yang paling utama dalam
menentukan produksi setiap fase peradaban. Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada
umat manusia di muka bumi yang menjadi kebutuhan dasar sejak lahir hingga meninggal, yang secara
kosmologis dapat dijelaskan, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat bekerja dan hidup, tempat
dari mana mereka berasal dan akan kemana pula mereka pergi atau singkatnya tanah disebut juga
sebagai dimensi ekonomi, sosial, kultural politik dan ekologis.

Perumusan tentang tanah dan sumber daya alam secara ringkas serta filosofis substansial
tercantum di dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat. Tanah tidak hanya mempunyai nilai ekonomis tinggi, tetapi juga nilai
filosofis, politik, sosial, dan kultural. Tidak mengherankan jika tanah menjadi harta istimewa yang
tidak henti-hentinya memicu berbagai masalah sosial yang kompleks dan rumit.

Dalam tatanan hukum nasional, tanah merupakan salah satu obyek yang diatur dalam

peraturan perundangan, yakni Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dengan korelasi sebagaimana
Pasal 4 (1) menyebutkan bahwa:
“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya
macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan
dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan
hukum”.

Sebagai sumber agraria, tanah merupakan sumber produksi yang sangat dibutuhkan,
sehingga ada banyak kepentingan yang membutuhkannya. Perkembangan penduduk dan kebutuhan
yang menyertainya semakin tidak sebanding dengan luasan tanah yang tidak pernah bertambah,
karena itulah, tanah dan segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya selalu menjadi
“ajang perebutan” berbagai kepentingan yang senantiasa menyertai kehidupan manusia. Tidak heran
jika sejak zaman dahulu tanah selalu menjadi obyek yang diperebutkan, sehingga memunculkan
adanya sengketa dan konflik berkepanjangan yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya yang
dikandungnya.

Hampir setiap bulan media massa di Indonesia ramai dengan berita perebutan lahan antara
warga lokal dengan perusahaan. Keduanya memiliki argumen kuat mengenai siapa yang berhak atas
sebidang tanah yang dipertentangkan. Secara karakteristik, konflik agraria merupakan pertentangan
klaim yang berkepanjangan atas akses mengenai satu bidang tanah, wilayah, dan sumber daya alam
antara rakyat pedesaan, dengan pemegang konsesi agraria yang bergerak dalam bidang usaha
produksi, ekstraksi, dan konservasi, dan pihak-pihak yang bertentangan tersebut bertindak secara
langsung maupun tidak berusaha menghilangkan klaim pihak lain.

Menurut Direktur Sajogyo Institute, Noer Fauzi Rachman, ada empat penyebab konflik
agraria muncul di Indonesia. Pertama, pemberian izin oleh pejabat publik yang memasukkan wilayah
kelola rakyat dalam bidang produksi, ekstraksi, maupun konservasi. Kedua, penggunaan kekerasan
dalam pengadaan tanah. Ketiga, eksklusi sekelompok masyarakat dari wilayah kelolanya. Keempat,
adanya perlawanan rakyat dari eksklusi itu.

Konflik pertanahan merupakan persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung
dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan
konflik pertanahan adalah bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi. Oleh
karena itu, usaha pencegahan, penanganan dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai
aspek, baik hukum maupun non hukum. Seringkali penanganan dan penyelesaian terhadap sengketa
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dan konflik pertanahan dihadapkan pada dilema-dilema antara berbagai kepentingan yang sama-sama
penting.

Mencari keseimbangan atau win-win solution atas konflik yang sudah terjadi, jelas
membutuhkan upaya yang tidak mudah, karena itu dibutuhkan pemahaman mengenai akar konflik,
faktor pendukung dan faktor pencetusnya, sehingga dapat dirumuskan strategi dan solusinya. Dengan
usaha-usaha penyelesaian akar masalah, diharapkan sengketa dan konflik pertanahan dapat ditekan
semaksimal mungkin, sekaligus menciptakan suasana kondusif dan terwujudnya kepastian hukum
dan keadilan agraria yang mensejahterakan.

Salah satu permasalahan konflik pertanahan, khususnya konflik pertanahan yang terjadi
pada industri pertambangan batubara, ialah permasalahan sengketa pertanahan yang terjadi antara
PT. Borneo Indobara (PT. BIB) dengan masyarakat yang mengaku sebagai pemegang Surat
Keterangan Tanah (SKT) di sebagian lokasi pertambangan batubara PT. BIB.

PT. BIB adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak pada sektor pertambangan
batubara selaku pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang
diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Keputusan Menteri
ESDM Nomor: 10.K/40.00/DJB/2006, tanggal 17 Februari 2006, seluas 24.100 Ha yang berlokasi
di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Kasus ini bermula dari adanya kegiatan
produksi pertambangan batubara pada bulan November tahun 2010 yang dilakukan oleh PT. BIB di
sebagian lahan PKP2B seluas 140 Ha. Lahan seluas 140 Ha tersebut kemudian diklaim oleh
perorangan yang mengaku sebagai pemegang SKT atas lahan tersebut. Para pemegang SKT
menyatakan bahwa kegiatan produksi pertambangan batubara yang dilakukan oleh PT. BIB di lahan
seluas 140 Ha dilakukan tanpa seijin dari para pemegang SKT yang mengaku sebagai pemilik tanah
yang sah yang perolehannya melalui berbagai macam alas hak kepemilikan.

Sementara itu, PT. BIB selaku perusahaan pertambangan batubara dalam melakukan kegiatan
pertambangannya berdasarkan pada peraturan dan ketentuan, diantaranya :

1. Keputusan Menteri ESDM Nomor: 10.K/40.00/DJB/2006 tanggal 17 Februari tahun 2006
(Permulaan Tahap Kegiatan Produksi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara PT. BIB seluas 24.100 Ha).

2. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.288/Menhut-11/2010 tanggal 27 April 2010
tentang pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan
sarana Penunjangnya pada kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap dan
Hutan Produksi yang dapat dikonversi atas nama PT. BIB seluas 2.936,54 Ha.

Berdasarkan hal tersebut, maka PT. BIB mempunyai keyakinan berhak melakukan kegiatan produksi
batubara di lahan yang kemudian disengketakan karena lahan seluas 140 Ha dimaksud berada pada
kawasan hutan dan PT. BIB telah memperoleh Izin Pinjam Pakai pada kawasan tersebut.
METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Studi
kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang
relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari
buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-
ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik
lain. Adapun sifat penelitian ini ialah bersifat yuridis normatif, yaitu cara yang dipergunakan untuk
memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder. Penelitian normatif pada
hakekatnya merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum. Bahkan penelitian yuridis
normatif hanya mampu dilakukan oleh seorang sarjana hukum yang sengaja dididik untuk
memahami dan menguasai disiplin ilmu hukum. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam
penelitian ini adalah, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dalam
penelitian ini, Pengolahan analisis data dilakukan sepanjang penelitian dan dilakukan secara terus-

menerus dari awal sampai akhir penelitian. Analisis data melibatkan pengerjaan pengorganisasian,
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pemecahan dan sintesis data serta pencarian pola-pola, pengungkapan hal-hal yang penting dan
penentuan apa yang dilaporkan, karena banyaknya model analisis yang diajukan oleh para pakar,
maka penulis hendaknya memilih salah satu model yang dianjurkan oleh para pakar tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Lahan antara PT BIB dengan Pemegang Surat
Keterangan Tanah di Kabupaten Tanah Bambu

Kasus sengketa tumpang tindih lahan pertambangan antara PT. Borneo Indobara (PT. BIB)
dnegan para pemegang Surat Keterangan Tanah (SKT) di Kabupaten Tanah Bambu bermula dari
adanya kegiatan operasional pertambangan batubara yang dilakukan oleh PT. BIB di sebagian areal
kerjanya. Dalam proses kegiatan produksi pertambangan batubara tersebut, ternyata terdapat
sekelompok masyarakat yang meyakini bahwa PT. BIB dalam kegiatannya telah
menggarap/menggunakan lahan seluar 140 Ha (seratus empat puluh hektar) yang diklaim oleh
sekelompok masyarakat pemegang SKT sebagai lahan milik mereka yang sah. Para pemegang SKT
menyatakan bahwa kegiatan produksi pertambangan batubara yang dilakukan oleh PT. BIB di lahan
seluas 140 Ha tersebut dilakukan tanpa seijin dari para pemegang SKT yang mengaku sebagai pemilik
tanah sah yang perolehannya melalui berbagai macam alas hak kepemilikan.

Kasus sengketa tumpang tindih lahan pertambangan antara PT. BIB dengan para pemegang
SKT di Kabupaten Tanah bumbu bermula dari adanya kegiatan operasional pertambangan batubara
yang dilakukan oleh PT. BIB di sebagian areal kerjannya. Dalam proses kegiatan produksi
pertambangan batubara tersebut ternyata terdapat sekelompok masyarakat yang meyakini bahwa PT.
BIB dalam kegiatannya telah menggarap/ menggunakan lahan seluas 140 Ha (seratus empatpuluh
hektar) yang diklaim oleh sekelompok masyarakat pemegang SKT sebgai lahan milik mereka yang
sah. Para pemegang SKT menyatakan bahwa kegiatan produksi pertambangan batubara yang
dilakukan oleh PT. BIB di lahan seluas 140 Ha tersebut dilakukan tanpa seijin dari para pemegang
SKT yang mengaku sebagai pemilik tanah sah yang perolehannya melalui berbagai macam alas hak
kepemilikan.

Dalam hal mengenai sengketa tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah, pada dasarnya
penyelesaiannya dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses, yaitu:

a. Litigasi yang dilakukan melalui proses persidangan di Pengadilan, biasanya proses ini
menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversial yang belum mampu merangkul
kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru dan lambat dalam
penyelesaiannya. Proses litigasi, tempat penyelesaian sengketa dapat ditempuh
melalui:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dimana gugatan dilakukan terhadap
terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dianggap tidak sah.

2. Pengadilan Negeri (PN), dimana gugatan difokuskan terhadap bukti hak keperdataan
(kepemilikan) seseorang/badan hukum atas tanah yang dititik beratkan adanya
permintaan ganti rugi dari pihak yang merasa dirugikan.

b. Tindakan kooperatif dari para pihak yang dilakukan di luar Pengadilan, tindakan ini
merupakan proses di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan bersifat “win-
win solution”, terhindar dari kelambatan proses penyelesaian prosedural dan
administratif, menyelesaikan komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga
hubungan baik.

Pada perkembangannya, para Pemegang SKT melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri
Batulicin tanggal 8 Juli 2013 dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Batulicin dengan Nomor:
17/Pdt.G/2013/PN.Btl. Selanjutnya, terdapat panggilan (7elaas) sidang kepada PT. BIB sebagai
Tergugat I untuk hadir pada sidang pertama di Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa tanggal
30 Juli 2013 pukul 09.00 WITA . Pada tanggal 30 Juli 2013 sebagaimana relaas panggilan kepada
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Tergugat I, maka PT. BIB hadir untuk memenuhi agenda mediasi sesuai prosedur dalam pelaksanaan
hukum acara perdata.Dalam mediasi tersebut antara Tergugat dengan Para Penggugat telah tercapai
suatu kesepakatan tertentu, sehingga Pengadilan Negeri Batulicin mengeluarkan penetapan
pencabutan gugatan perkara dan telah pula dinyatakan dicoret dari register gugatan di Pengadilan
Negeri Batulicin (sesuai prosedur hukum acara perdata), selanjutnya disampaikan relaas penetapan
pencabutan gugatan perkara perdata kepada PT. BIB pada tanggal 2 Agustus 2013.

Pilihan penyelesaian sengketa melalui cara perundingan/mediasi ini mempunyai kelebihan
bila dibandingkan dengan berperkara di muka pengadilan yang tidak menarik dilihat dari segi waktu,
biaya, dan pikiran/tenaga. Di samping itu, kurangnya kepercayaan atas kemandirian lembaga
peradilan dan kendala administratif yang melingkupinya, membuat pengadilan merupakan pilihan
terakhir untuk penyelesaian sengketa. Mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan
kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama
tanpa tekanan dan paksaan

Pengaturan hukum mengenai mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan
hal yang relatif baru dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sehingga dinilai masih belum cukup memadai. Undang-undang
Nomor 30 Tahun 1999 walaupun berjudul Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS),
namun hampir keseluruhan isinya mengatur mengenai arbitrase, sementara pengaturan mengenai
Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya tidak dijabarkan secara detail. Pengaturan Alternatif
Penyelesaian Sengketa hanya dimuat dalam Pasal 1 angka 10 (definisi) dan Pasal 6. Selebihnya
Undang-Undang ini mengatur mengenai Arbitrase.

Mediasi merupakan cermin dari utilitarianisme. Teori tersebut untuk pertama kalinya
dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1832). Teori utilitarianisme menyatakan bahwa suatu
kebijaksanaan atau tindakan dinilai baik secara moral kalau tidak hanya mendatangkan manfaat
terbesar, melainkan kalau mendatangkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Teori
utilitarianisme ini juga mendapat dukungan dari Thomas Hobbes (1588-1679). Filsafat Hobbes nyaris
sepenuhnya ditinjau berdasarkan prinsip utilitas. Ia menyatakan bahwa manusia siap untuk
menerima hukum dan mematuhi undang-undang hanya karena mereka telah mengakui perdamaian
dan ketentraman sebagai hal yang bermanfaat. Hal ini dapat dipahami dari salah satu fungsi mediasi
tersebut yaitu untuk tercapainya penyelesaian sengketa pertanahan.

Meminjam bahasa Satjipto Rahardjo, model penyelesaian sengketa dengan cara kompromi
dan perdamaian merupakan ciri khas Indonesia (distinctly Indonesian). Oleh karena itu, menghadapi
kecenderungan makin banyaknya sengketa tanah yang telah, sedang dan bakal terjadi di masa
mendatang dan cacat penyelesaian sengketa di pengadilan, maka pendekatan penyelesaian sengketa
yang berbasiskan budaya setempat dapat dimajukan sebagai alternatif. Salah satu kemungkinan yang
dapat dikemukakan sebagai doktrin atau asas alternatif itu adalah menyatakan bahwa Indonesia lebih
mengunggulkan “supremacy of moral/ justice” daripada “supremacy of law”. Dalam supremacy of moral/
justice, nilai-nilai yang dimajukan dalam penyelesaian sengketa adalah perdamaian, moral dan
keadilan, empati, kebenaran dan komitmen.Dengan asas baru tersebut, kebekuan, penyelesaian
sengketa secara litigasi dapat didobrak dan digantikan dengan cara-cara lain yang lebih segar, efisien
dan berkeadilan, yakni dengan memberikan tekanan yang istimewa terhadap aspek moral daripada
aspek perundang-undangan semata.

Penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa secara alternatif juga didukung oleh UU
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Demikian pula
Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan yang menegaskan bahwa setiap perkara perdata yang masuk di pengadilan diwajibkan
untuk diselesaikan melalui proses mediasi sebelum disidangkan.

Mediasi yang dilakukan oleh PT. BIB dengan para pemegang SKT yang berujung
perdamaian atau menemui kata sepakat antara kedua belah pihak bersifat “win-win solution. Menurut
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penulis jika gugatan perdata tetap dilanjutkan maka ada kemungkinan pihak Penggugat akan kalah
dan menderita kerugian materiil maupun immateriil, sehingga dengan penuh kesadaran akhirnya
gugatan dicabut dan dicapai perdamaian dengan tidak ada kerugian materiil maupun imateriil dengan
tercapainya kata sepakat sejumlah nominal tertentu yang tentunya tidak sebesar yang dijika
diperbandingkan kepemilikan sah atas lahan antara PT. BIB dan pemegang SKT, diyakini bahwa
pemegang SKT merupakan pemegang alat bukti kepemilikan lama, namun keabsahannya akan
diakui Negara apabila dapat dibuktikan dalam penelusuran riwayat pertanahannya jelas dan terbukti
memiliki alat bukti kepemilikan lama sebagaimana pasal 24 PP No. 24 tahun 1997 dan pasal 60 dari
PMNA/KBPN No. 3 tahun 1997, yakni diantaranya adanya grosse/salinan akte eigendom, surat
tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan swapraja, surat tanda bukti hak milik
yang dikeluarkan berdasarkan peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1959, surat keputusan
pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang baik sebelum maupun sejak berlakunya UUPA
yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah memenuhi semua
kewajiban yang disebut didalamnya, petok D / girik, pipil, ketitir dan verponding Indonesia sebelum
berlakunya PP No. 10 tahun 1961, akta pemindahan hak dibawah tangan yang dibubuhi tanda
kesaksian oleh Kepala Adat/Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya peraturan pemerintah
ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, akta pemindahan yang dibuat oleh PPAT yang tanahnya
belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, akta ikrar wakaf / surat ikrar wakaf yang
dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan PP No. 28 tahun 1977 dengan disertai alas hak yang
diwakafkan, risalah lelang, surat penunjukan pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil
pemerintah, surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh kepala kantor PBB dengan
disertai alas hak yang dialihkan, lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga
sebagaimana di maksud dalam pasal II, VI, dan VII ketentuan konversi. Dalam hal ini, pemegang
SKT yang mengajukan gugatan kepada PT. BIB belum tentu memiliki dokumen sah sebagaimana
dipersyaratkan di atas, yang ada saat ini adalah bukti jual beli serta Surat Keterangan Tanah saja. Hal
ini tentu belum cukup dan harus dilakukan penelusuran lebih dalam perihal riwayat pertanahannya
di tingkat Kelurahan/Desa, karena bisa saja di riwayat tanahnya masih terdaftar atas nama orang
lain bahkan ada kemungkinan tidak terdaftar. Menurut penulis jika gugatan perdata tetap dilanjutkan
maka ada kemungkinan pihak penggugat akan kalah dan menderita kerugian materiill maupun
immateriil, sehingga dengan penuh kesadaran akhirnya gugatan dicabut dan dicapai perdamaian
dengan tidak ada kerugian materiil maupun imateriil dengan tercapainya kata sepakat sejumlah
nominal tertentu yang tentunya tidak sebesar yang diajukan dalam pokok gugatan.

Sementara itu, PT. BIB adalah jelas sebagai pihak yang akan mengelola atau memanfaatkan
sumber daya alam dibawah lahan tersebut dan bukan sebagai pemilik lahan karena lahan tersebut
diantaranya adalah kawasan hutan yang dikuasai Negara dan tidak boleh dimiliki, sebagaimana pasal
33 UUD 1945.Disamping itu, PT. BIB adalah pemegang ijin yang sah sebagaimana Keputusan
Menteri ESDM dan Menteri Kehutanan, sehingga jelas apabila gugatan tetap berlanjut di
persidangan, ada kemungkinan PT. BIB akan memenangkan kasus ini, namun hal ini juga tidak
diinginkan oleh PT. BIB karena PT. BIB dalam melakukan kegiatan produksinya ingin hidup
berdampingan damai dengan masyarakat sekitar.

Apabila dikaitkan dengan pokok gugatan berupa Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka
perlu dipertanyakan dari sisi mana PT. BIB melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)? Karena
jika menilik uraian di atas, jelas bahwa PT. BIB mempunyai dokumentasi yang sah dan kegiatan yang
sah pula, sehingga semuanya jelas dan tidak melawan hukum.Onrechtmatige daad atau Perbuatan
Melawan Hukum (PMH) selalu menjadikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Indonesia (KUHPdt) sebagai acuan yang menyatakan: “Setiap orang bertanggung jawab, bukan
hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang
disebabkan kelalaian atau kesembronoannya” sebagaimana Pasal 1365 KUHPdt, terdapat 4 (empat)
hal yang harus dibuktikan, yaitu adanya perbuatan, adanya kesalahan, adanya kerugian dan
pertanggungjawaban. Dengan demikian, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah
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perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena kesalahannya itu telah
menimbulkan kerugian bagi orang lain serta dapat digugat melalui pengadilan apabila memenuhi
unsur-unsur:

a. Adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dan mencakup
berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif),
misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk
berbuat dan kewajiban itu timbul dari hukum yang berlaku dan bukan lahir oleh suatu
kesepakatan atau kontrak. Perbuatan itu melawan atau bertentangan dengan hukum,
diantaranya :

1) Melanggar undang-undang

2) Melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum

3) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

4) Bertentangan kesusilaan

5) Bertentangan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

b. Adanya kesalahan. Undang-Undang dan Yurisprudensi mensyaratkan untuk dapat
dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata Indonesia, maka pada pelaku harus mengandung unsur
kesalahan (schuldelement) dalam melakukan perbuatan tersebut dengan memenuhi
unsur- unsur :

1) Kesengajaan;
2) Kelalaian/kealpaan
3) Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf

c. Adanya kerugian. Unsur kerugian merupakan syarat agar gugatan berdasarkan
ketentuan pasal 1365 KUH Perdata dapat dilakukan, kerugian tersebut meliputi
kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang juga akan dinilai dengan uang.

d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Untuk dapat
dikabulkannya gugatan perbuatan melawan hukum maka antara perbuatan yang
dilakukan harus ada hubungan kausal (sebab akibat) dengan kerugian yang timbul,
baik hubungan sebab akibat yang faktual (Sine Qua Non) maupun sebab akibat kira-
kira (Proximate Cause).

Perbuatan melawan hukum di sini adalah perbuatan melawan hukum dalam bidang
keperdataan. Sebab, untuk tindakan perbuatan melawan hukum secara pidana (delik) atau yang
disebut dengan istilah "perbuatan pidana" mempunyai arti, konotasi dan pengaturan hukum yang
berbeda sama sekali dengan perbuatan melawan hukum secara hukum perdata.Dari 5 (lima) poin di
atas, meliputi adanya suatuperbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan,
adanya kerugian dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian dimana kesemua
poin tersebut adalah terbantahkan karena PT. BIB dalam melakukan suatu perbuatan adalah
berdasarkan perijinan yang diberikan oleh instansi yang berwenang, yaitu :

a. Keputusan Menteri ESDM Nomor: 10.K/40.00/DJB/2006 tanggal 17 Februari 2006, yakni
dimulainya Kegiatan Produksi berdasar Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan
Batubara PT. BIB dan di lahan seluas 2.936,54 Ha.

b. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.288/Menhut-11/2010 tanggal 27 April 2010
tentang pemberian [jin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Untuk Eksploitasi Batubara
dan sarana Penunjangnya pada kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap
dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi atas nama PT. BIB.

Legalitas kegiatan atau perbuatan yang dilakukan PT. BIB adalah sah dan tidak melawan
hukum. Sementara untuk poin adanya kesalahan, kerugian dan hubungan kausal antara perbuatan
dengan kerugian, hal ini harus melalui proses pembuktian terlebih dahulu oleh para pihak sehingga
tidak dapat dijadikan dasar gugatan.Apabila dikaitkan dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
karena melanggar wilayah pemegang SKT, patut dipertanyakan pula apakah pemegang SKT
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memegang alat bukti kepemilikan yang sah? Perlu ada penelusuran lebih lanjut dan teliti lagi dan hal
tersebut tentunya akan memakan waktu yang lama.

KESIMPULAN

Berdasaran analisa pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa, kasus sengketa tumpang
tindih lahan pertambangan antara PT. Borneo Indobara (PT. BIB) dengan para pemegang Surat
Keterangan Tanah (SKT) di Kabupaten Tanah bumbu berakhir dengan damai melalui mediasi yang
di lakukan oleh Pengadilan Negeri Batulicin. Agenda mediasi sesuai prosedur dalam pelaksanaan
hukum acara perdata.Dalam mediasi tersebut antara Tergugat dengan Para Penggugat telah tercapai
suatu kesepakatan tertentu, sehingga Pengadilan Negeri Batulicin mengeluarkan penetapan
pencabutan gugatan perkara dan telah pula dinyatakan dicoret dari register gugatan di Pengadilan
Negeri Batulicin, selanjutnya disampaikan relaas penetapan pencabutan gugatan perkara perdata
kepada PT. BIB pada tanggal 2 Agustus 2013.
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